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ABSTRAK

PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA DI
KABUPATEN CIAMIS

Koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai
peranaifpenting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi
rakyat. Pada umumnya perjanjian kredit yang digunakan biasanya merupakan
perjanjian baku vyang klausul-klausulnya sudah di buat dan disusun
sebelumnya oleh koperasi. schingga calon nasabah hanya memiliki pilihan
antara menerima seluruh atau sebagian isi klaus@llnya atau menolak
perjanjian tersebut dengan berakibat calon nasabah tidak akan menerima
kredit tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan asas
kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di koperasi sejahtera bersama
kabupaten ciamis. Metode vang digunakan adalah metode hukum normatif
yaitu metode yang dilakukan dengan cara menclusuri dan menganalisis bahan
dokumen siap pakai yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum
vang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian
yang bersifat deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulk4# bahwa kedudukan koperasi
lebih kuat daripada calon nasabah sedangkan kebebasan berkontrak hanya
dapat mencapai keadilan apabila para pihak memiliki bargaining power yang
seimbang. Bargaining power yang tidak seimbang terjadi jika pihak yang
kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah, hingga
pihak yang lemah hanya mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang
diajukan kepadanya. Dalam pclaksanaan asas kebcbasan berkontrak di
koperasi sejahtera bersama kabupaten ciamis, kebebasan yang diberikan oleh
[Roperasi Scjahtera Bersama Kabupaten Ciamis kepada nasabah yaitu hanya
jumlah biaya yang diperlukan olech nasabah dan jangka waktu
pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka
waktu yvang diinginkan untuk usahannya. Pihak koperasi akan melihat dan
mempertimbangkan antara kesamaan besaran dana yang diberikan dengan
jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit.
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BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian baku menggunakan asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga (3) yaitu:'

1.

Asas Konsensualisme; perjanjian itu selesai atau telah dianggap sah setelah
adanyva kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu

perjanjian dan perjanjian yang dibuat umumnya tanpa adanya formalitas.

. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian bahwa, para pihak harus memenuhi apa

vang telah diperjanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para

pihak.

. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya para pihak bebas untuk membuat perjanjian

atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, syarat-syarat dan
berlakunya perjanjian, dan bebas memilih Undang-undang mana yang akan
dipakai untuk perjanjian itu asal tidak bertentangan dengan Undang-undang,
ketertiban umum dan kesusilaan.?

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dimaksud dengan asas

kebebasan berkontrak yaitu adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan

oleh Undang-undang kepada masyarakat untuk membuat perjanjian mengenai apa

saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan

dan ketertiban umum. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak bukan berarti para

! Hasanudin Rahman. 1998, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia.
BfEBung, PT. Citra Aditya Bakti, him. 37.

2 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak (perancangan kontrak), Jakarta, Raja Grafindo Persada,
hlm. 1.




pihak dapat melanggar kontrak yang lebih awal dibuat, tetapi maksudnya agar para
pihak dapat dengan bebas mengadakan kontrak sesuai yang diperlukan.

Namun kenyataannya praktik perjanjian kredit yang dilakukan oleh koperasi
di Indonesia pada umumnya adalah rjanj ian baku yang klausul-klausulnya sudah
dibuat sebelumnya oleh kreditur. sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya
memiliki pilihan antara menerima semua isi klausul-klausul terscbut baik sebagian
maupun seluruhnya atau menolaknya yang mengakibatkan debitur tidak akan
mendapatkan kredit tersebut.’® Debitur pada penyusunan pembuatan perjanjian
kredit tidak diberi kesempatan untuk bernegosiasi dalam menentukan isi perjanjian.
Salah satu pihak hanya menandatangani perjanjian saja tanpa adanya kebebasan
berkontrak,

Perjanjian standar mensyaratkan pihak yang membutuhkan dengan
kesepakatan take it or leave it. Sudah biasa terjadi di dalam lingkungan koperasi
di Indonesia dalam mbuatan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa
melibatkan debitur. Perjanjian tersebut telah disiapkan oleh kreditur dalam bentuk
formulir, kemudian diberikan kepada debitur dengan prinsip perjanjian baku.
Debitur tidak dapat memberikan usulan, masukan maupun keberatan terhadap
klausul-klausul vang ada di dalamnya.

Permasalahan timbul ketika dalam praktiknya kreditur justru memanfaatkan

hal tersebut untuk menekan calon debitur dengan membuat klausul-klausul yang

memberatkan, schingga terjadi ketidakseimbangan posisi tawar diantara para pihak.

# Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Yogyakarta,
FH UII Press. hlm. 23.

4 Imam Sjahputra Tunggal, 2009, Pokok-pokok Hukum Ketanagakerjaan, Jakarta, Harvindo, hlm
355.




Di salah satu sisi bank ada dalam posisi yang kuat karena kedudukannya sebagai
pihak yang mempunyai dana, di sisi lain debitur berada dalam posisi yang lemah
karena berkedudukan sebagai pihak yang terpaksa menyetujui perjanjian kredit
karena calon debitur membutuhkan dana. Padahal dalam hukum perjanjian
kedudukan yang seimbang untuk para pihak merupakan suatu prinsip perwujudan
adanya asas kebebasan berkontrak. Permasalahan seperti ini menunjukan bahwa
bagaimana rendahnya posisi tawar bagi debitur berhalangan dengan kreditur dalam
suatu perjanjian kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. dapat dikemukakan
permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam
perjanjian kredit di Koperasi Scjahtera Bersama Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis membatasi tujuan yang
akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan asas kebebasan
berkontrak dalam perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama.

2. Tujuan Subjektif, yaitu bagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-
1 dalam studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta.




BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1.

Pengertian Perjanjian
Istilah mengenai perjanjian di Indonesia itu berbeda-beda, menurut
Munir Fuady istilah dari istilah perjanjian adalah kesepadaan, dari istilah
bahasa belanda adalah overeenkomst sedangkan dalam istilah bahasa
Inggris adalah Agreement’ Achmad Ichsan menggunakan istilah
verbintenis untuk perjanjian, sedangkan Utrecht didalam buku pengantar
Hukum Indonesia menggunakan istilah overeenkoms untuk perjanjian.®
Perjanjian diatur dalam Buku I[II KUHPerdata, dimana didalamnya
juga mengatur tentang perikatan. KUHPerdata ini menganut sistem
terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk
membuat perjanjian yang berisi apa saja. asal tidak melanggar Undang-
undang. ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak yang mengadakan
perjanjian diperbolehkam mengatur sendiri kepentingannya dalam
perjanjian yvang mereka adakan itu.
Dalam Pasal 1233 KUHPerdata menjelaskan mengenai lahirnya suatu
perikatan, bahwa lahirnya perikatan itu berasal dari 2 (dua) sumber yaitu
perikatan yang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan

perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan yang bersumber dari

3 Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung, Citra Aditya
Bakti, hlm.2.

& Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sisiem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana,
hlm. 197.




undang-undang terjadinya diluar kemampuan para pihak yang
bersangkutan. Sedangkan perikatan yang bersumber dari perjanjian terjadi
karena atas keinginan para pihak yang membuat perjanjian. Dalam Buku
III KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan adalah hubungan hukum
yvang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih didalam lapangan harta
kckayaan, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain
berkewajiban atas sesuatu. Pada Buku III KUHPerdata juga
menyampaikan rumusan mengenai pengertian perjanjian yaitu pada Pasal
1313 KUHPerdata.

**Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™".

Pasal 1313 KUHPerdata juga menyatakan bahwa adanya perjanjian
membuat para pihak saling terikat satu sama lain. Suatu perjanjian dapat
menimbulkan prestasi dan kontra prestasi bagi para pihak dalam perjanjian
tersebut. Dengan kata lain bahwa perjanjian selalu dilakukan oleh 2 (dua)
pihak, dimana pihak yang satu mempunyai kewajiban untuk memenuhi
prestasi, sedangkan pihak yang lain mempunyai hak atas prestasi tersebut.
Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang ada dalam suatu perjanjian.
Subjek perjanjian terdiri dari manusia dan badan hukum.

Ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam
ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, menurut Abdul Kadir Muhammad

kelemahan dalam pasal tersebut adalah:’

? Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikalan, Jakarta, Citra Aditya Bakti,
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a.

Hanya menyangkut salah satu pihak saja

ari perumusan ““satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu
orang atau lebih™’. Kata “'mengikatkan diri’’ sifatnya hanya datang
dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya
dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada consensus antara para
pihak.

Kata “"perbuatan’” mencakup juga tanpa consensus

Pengertian perbuatan yaitu termasuk pada tindakan melaksanakan
tugas tanpa kuasa. tindakan melawan hukum yang tidak mengandung
consensus, seharusnya digunakan kata persetujuan.

Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata itu terlalu luas
karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, yakni janji kawin
yang diatur di dalam bagian hukum keluarga. Padahal yang dimaksud
yaitu hubungan diantara kreditur dan debitur dalam lapangan harta
kekayaan. Perjanjian yang ada di dalam buku III KUHPerdata adalah
secbenarnya perjanjian vang sifatnva mengenai kebendaan bukan
perjanjian yang sifatnya personal.

Tanpa menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian

Tidak menyebutkan uan mengadakan perjanjian jadi para pihak

yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.




Berdasarkan alasan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang
dimaksud dengan perjanjian. Menurut kamus hukum perjanjian yaitu
permufakatan, persetujuan antara dua orang untuk melakukan sesuatu.®

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320
KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena
menyangkut pihak-pihak yang akan membuat perjanjian. Sedangkan,
syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan
dengan objek yang akan diperjanjikan itu apabila salah satu syarat obyektif
tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.’

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Dimaksudkan dalam syarat pertama bahwa dalam suatu
perjanjian para pihak harus telah mencapai kesepakatan.'’

Kesepakatan vaitu wujud dari pertemuan kehendak dengan tidak

adanya paksaan, tidak adanya penipuan dan kekhilapan. Mengenai

wujud kesepakatan, KUHPerdata tidak mesyaratkan bentuk atau

8 Subekti, 2005, Kamnes Hukum, Jakarta, Pradny Paramita, him.89

? Mariam Darus Badrulzaman, 2015, Hukum Perikatan dalam KUHPerdata buku ketiga, Bandung,
PT. Citra Aditya Bakti, hlm.107.

" Lina Jamilah, , *’Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku " Syiar Hukum
Vol XIIL. No. 1, Maret-Agustus 2012, him. 233.




formalitas tertentu. Dengan begitu kesepakatan dapat diwujudkan
dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk tulisan baik dibawah
tangan atau akta notaris ataupun lisan. Semuanya mempunyai
kekuatan hukum, hanya apabila kesepakatan dituangkan dalam bentuk
tertulis dapat memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa.
Schubungan dengan syarat scpakat mercka yang mengikatkan diri
terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor menimbulkan cacat
pada kesepakatan tersebut yang tercantum dalam Pasal 1321
KUHPerdata yang berbunyi ‘'Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu
diberikan karena kekhilafan atau diperbolehnya dengan paksaan atau
penipuan’’. Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian dikatakan tidak
memenuhi syarat kesepakatan kehendak apabila terdapat unsur-unsur
antara lain:
1) Kekhilafan
Kekhilafan dapat terjadi tentang orang atau tentang barang
yang akan menjadi tujuan para pihak yuang mengadakan
perjanjian. Kekhilafan mengenai orang terjadi seperti apabila
seseorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang
dikiranya sebagai penyanyi terkenal. tetapi kemudian ternyata
orang tersebut bukan orang yang dimaksud hanya saja namanya

vang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang terjadi




seperti apabila orang membeli lukisan yang dikiranya lukisan
Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja."!
2) Paksaan
Menurut Subekli yang dimaksud dengan paksaan adalah
paksaan jiwa atau paksaan rohani, jadi bukan paksaan fisik.
Paksaan terjadi jika yang dipaksakan itu tidak punya pilihan lain
selain menyutujui persetujuan tersecbut dan paksaan tersebut
mungkin saja dilakukan oleh pihak ketiga.'?
3) Penipuan
Penipuan yang dimaksud dalam suatu kontrak adalah suatu
tipu muslihat yang digunakan olch salah satu pihak schingga
menyebasbkan pihak lain dalam kontrak itu telah
menandatangani kontrak tersebut, tipu muslihat yang dimaksud
adalah haruslah bersifat substansial."
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Syarat yang kedua yaitu kecakapan kecakapan adalah
kemampuan kedua belah pihak untuk mengadakan perikatan. '
Menurut Pasal 1329 KUHPerdata pada umumnya semua subyek

hukum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kecuali memang

! Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, him.135

12 Ibid, hlm.23.

3 Munir Fuady, 2010, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung, PT. Citra
Aditya Bakti, hlm.38,

¥ Bili Achmad, Bambang Eko Turisno, Suradi, ’Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan
Kepastian terhdap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M hham.01.01-2-35 (studi puiusan pendagilan negeri), Dipenogoro Law Review, Vol. 5, No.
2.2016, him. 7




oleh hukum dinyatakan tidak cakap. Sedangkan berdasarkan Pasal

1330 KUHPerdata yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat

suatu perjanjian adalah :

1))

2)

3)

Orang yang belum dewasa

Kriteria dari orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal
330 KUHPerdata dimana ditentukan bahwa “"belum dewasa
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan
tidak lebih dahulu telah kawin’’. Apabila perkawinan itu selesai
sebelum umur mereka genap umur 21 tahun maka mereka tidak
kembali lagi sebagai orang yang belum dewasa.
Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Menurut Pasal 443 KUHPerdata orang-orang yang
dikategorikan di bawah pengampuan vaitu ° setiap orang dewasa
vang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata
gelap dan boros™. Dalam hal tesebut. pembentukan undang-
undang memandang bahwa yang berkaitan tidak mampu
menyadari tanggungjawabnya dan karena itu tidak cakap
bertindak untuk mengadakan perjanjian. Jika seseorang yang
belum dewasa dan mereka yang termasuk dibawah pengampuan
tersebut mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya adalah
orang tua dan pengampunya.

Perempuan-perempuan bersuami
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Perempuan-perempuan  bersuami  ditempatkan  oleh

KUHPerdata scbagai orang vang tidak cakap untuk membuat
suatu perjanjian. Hal yang menunjukan perempuan-perempuan
bersuami tidak cakap bertindak dalam hukum, seperti Pasal 108
ayat (2) KUHPerdata berbunyi:
Scorang istri, biar ia tclah dikuasakan olch suaminya, untuk
membuat suatu akta atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian
sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak menerima
sesuatu pembayaran atau memberi perlunasan atas itu tanpa izin
yang tegas dari suaminya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa hak dan
kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup
bersama dengan masyarakat. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan masing-masing pihak berhak

untuk melakukan perbuatan hukum.

Suatu hal tertentu

Syarat ketiga menyatakan bahwa dalam sebuah perjanjian harus

ada objeknya. Objek perjanjian itu sama dengan objek hukum artinya

hal tertentu pada syarat tertentu adalah objek yang menjadi objek

perjanjian. Jadi jika objek tersebut harus tertentu maka objek

perjanjian harus dapat ditentukan, baik jumlahnya, letaknya, jenisnya

maupun harganya walaupun mungkin objek tersebut pada saat

diperjanjiikan belum ada.
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Sebab yang halal

Syarat keempat vaitu tujuan para pihak mengadakan perjanjian
harus dihalalkan oleh hukum. Mengenai halal yang melekat pada
scbab tersebut, dalam Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan suatu
sebab vaitu apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan
dengan kesusilaan dan ketertiban umum,

Pada syarat subyektif dan syarat obyektif mempunyai
konsekwensi dalam hukum vyaitu apabila syarat subyektif tidak
terpenuhi kemudian salah satu pihak menuntut pemnbatalan, maka
perjanjian tersebut dapat dibatalkan, jadi sepanjang para pihak tidak
mengajukan tuntutan maka perjanjian tetap sah. Sedangkan apabila
svarat obyektif tidak terpenuhi kemudian salah satu pihak menuntut
pembatalan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya

perjanjian tersebut sejak awal dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam perjanjian memuat beberapa unsur-unsur sebagai berikut:'?

L.

Adanya pihak-pihak Pihak dalam perjanjian itu paling tidak harus ada

dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut.
Subyek perjanjian bisa terdiri dari manusia dan badan hukum. ara
pihak yang terdiri dari manusia maka orang tersebut haruslah telah
dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Adanya persetujuan para pihak. Para pihak sebelum membuat

perjanjian atau dalam membuat perjanjian haruslah adanya persetujuan,

-8

15 Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, him. 78.
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ini bisa disebut juga dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian.

Konsensus artinya tanpa adanya paksaan, keraguan atau tipuan.
Adanya tujuan yang akan dicapai suatu perjanjian scharusmnya ada
tujuan yang hendak dicapai dan dengan adanya perjanjian tersebutlah
atu tujuan ingin orang-orang capai, baik yang dilakukan sendiri
maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mercka selaku subyek
dalam perjanjian tersebut.

Adanva prestasi yang dilaksanakan. Para pihak dalam perjanjian
memiliki hak dan kewajiban, dimana yang satu dengan yang lainnya
saling berlawanan.

Adanya syarat-syarat tertentu. Isi perjanjian harus ada syarat-syarat
tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 (1)
KUHPerdata mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatanya.
Adanya bentuk tertentu. Menurut bentuknya perjanjian ada dua, yaitu
perjanjian bisa dibuat secara lisan maupun secara tertulis, perjanjian

secara tertulis dibuat dalam bentuk akta otentik maupun dibawah

tangan.

2. Asas-asas Perjanjian

a.

Terdapat beberapa asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu:
Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah fireedom of

contract berkembang seiring dengan kapitalisme dan individualisme.
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Kegiatan ekonomi apapun tidak boleh dibatasi. Kebebasan berkontrak
sangat melekat dengan konsepsi hak asasi manusia. Kebebasan
membuat perjanjian adalah bentuk nyata dari penghormatan hak asasi
manusia. Oleh karena itu, pengaturan perjanjian dalam KUHPerdata
dikatakan bersifat terbuka, sebab para pihak terbuka untuk
memperjanjikan apasaja yang dikchendaki. '

Maksudnya adalah bahwa sctiap orang bebas untuk melakukan
suatu perjanjian, baik itu isinya. bentuknya, syaratnya, dan pada siapa
perjanjian itu di tunjukan. Asas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal

1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“*Semua persctujuan yang dibuat sccara sah berlaku scbagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya’ .

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pasal tersebut adalah
bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh
semua orang baik itu dari segi isi perjanjian, bentuk perjanjiannya, dan
perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang
membuatnya seperti halnya undang-undang. Kebebasan berkontrak
dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

1) Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang;
2) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran vang belum diatur dalam

undang-undang;

" Tami Rusli, ““Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di
Indonesia’’. Pranata Hukum, Vol.10 No. 10, Januari 2015, hlm. 28.
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3) Asas kebebasan berkontrak, dengan adanya asas ini para pihak
dapat mengutarakan pernyataan dalam mengadakan perjanjian.
Jadi asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang paling
penting dalam sebuah perjanjian.
b. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang
berbunyi: “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.™
Pengertian itikad baik mempunyai dua arti yaitu:
1) Arti objektif yaitu perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan
dengan mengindahkan norma-norma kepatutan.
2) Arti subjcktif yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap
batin seseorang.
c. Asas Konsensualisme
Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa
salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan
antara para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara
pernyataan dan kehendak yang dibuat oleh para pihak.
d. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda adalah asas kepastian hukum. Merupakan asas
vang berhubungan dengan mengikastnya suatu perjanjian. Suatu

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
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mercka yang membuatnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 (1)
KUHPerdata. '

e. Asas Kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang
yang akan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan
saja. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.

f. Asas Kepercayaan
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dapat
menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa semua pihak
akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya
kepercayaan tersebut maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan
oleh kedua belah pihak. dengan kepercayaan ini kedua pihak
mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai
kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

g. Asas Persamaan Hukum
Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat tidak
membeda-bedakan, tidak membedakan warna kulit, bangsa, kekuasaan,
kekayaan, jabatan dan lain-lain. Maising-masing pihak wajib melihat
adanya persamaan ini dan mengharuskan para pihak agar menghormati
satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

h. Asas Keseimbangan

'"R. Subekti, 1992, Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.27.
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i

Asas ini menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan
perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas
persamaan. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan
bila diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan
debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan

perjanjian itu dengan itikad baik.

Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu fitur hukum harus mengandung kepastian
hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu
vaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Asas Moral

Asas ini dalam perikatan wajar dimana satu perbuatan sukarela dari
seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat
kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman
zaakwarneming dimana seseorang yng melakukan suatu perbuatan
dengan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk
meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam
Pasal 1339 KUHPerdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi
pada vyang bersangkutan melakukan perbuatan hukum tersebut
berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai dari hati nuraninya.

Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata asas kepatutan

disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi dari perjanjian. Asas
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kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran
tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dlam masyarakat.

Munir fuady juga menyebutkan beberapa asas lainnya dalam hukum

perjanjian, yaitu;

L

Asas Kebiasaan

Pasal 1339 KUHPcrdata menentukan bahwa satu kontrak tidak hanya
mengikat terhadap isi kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan
hal-hal yang merupakan kebiasaan. Suatu kontrak dagang misalnya
juga mengikat dengan kebiasaan dagang termasuk menafsirkan kata-
kata dalam kontrak dagang (trade usage), seperti apabila kontrak jual
beli satu rim kertas dimana satu rim kertas berisi 400 lembar, akan tctapi
apabila ada pembelian satu rim kertas dan satu rim tersebut berisi 395
lembar hal tersebut belum dapat dikatakan bahwa pihak penjual telah
melakukan wanprestasi dengan mengirim 395 lembar kertas sebab
menurut kebiasaan dagang kelebihan atau kekurangan 5 lembar dalam
satu rim dapat toleransi dan sudah biasa dalam bisnis seperti ini.

Asas Tidak Melanggar Prinsip Kepentingan Umum

Satu perbuatan dan pelaksanaan kontrak tidaklah boleh melanggar
prinsip kepentingan umum karena sesuai dengan prinsip hukum yang
universal dan sangatlah mendasar bahwa kepentingan umum tidak
boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Oleh sebab itu apabila ada
kontrak yang bertentangan dengan kepentingasn umum maka kontrak

tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku,
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yvang menurut Pasal 1339 KUHPerdata tidak dibenarkan. Contoh
kontrak vang bertentangan dengan kepentingan umum yaitu jual beli

obat bius.'*

3. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian antara lain sebagai berikut: *

a.

Unsur Esensalia merupakan bagian yang harus ada dalam jika bagian
unsur esensalia tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang
dimaksudkan oleh para pihak. Unsur esensalia dalam perjanjian antara
lain subyek hukum adalah para pihak. objek perjanjian yaitu suatu
prestasi, kata sepakat dari para pihak serta harga suatu prestasi dan
pembayarannya.

Unsur Naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa
perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan sifatnya mengatur
termuat didalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing
perjanjian bernama, ketentuan perundang-undangan itu akan berlaku.
Contohnya dalam Pasal 1476 KUHPerdata dalam perjanjian jual beli
vang berbunyi ‘‘Biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual
apabila tidak telah diadakan persetujuan lain™’.

Unsur Aksidentalia merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan

vang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Seperti termin

¥ Munir Fuady. 2001, Hukum Kontrak (dari sudut pandangan hukum bisnis), Bandung, Citra Aditya
Bakti, him EERS3.
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Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya, him.67.
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4.

(jangka waktu pembayaran), pilihan hukum, pilihan domisili serta cara

penyerahan barang.
Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338

KUHPerdata bahwa ‘““semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
scbagai undang-undang bagi mercka yang membuatnya.” Asas kebebasan
berkontrak merupakan sebuah asas yang memberi kebebasan kepada para
pihak untuk membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian, melakukan
perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan
persyaratan kemudian menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis
atau lisan.?’

Salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebbasan berkontrak,
artinya para pihak bebas membuat sebuah perjanjian kemudian mengatur
sendiri isi dari perjanjian tersebut selama memenuhi ketentuan sebagai
berikut:?'

1. Memenubhi syarat sebagai suatu perjanjian;

2. Bukan yang dilarang oleh undang-undang;:

3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku:

4. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan adanya itikad baik.

Kebebasan berkntrak menjadi asas yang sangat penting dalam sistem

hukum perjanjian baik dalam sistem common law system, civil law system,

20 Riduan Syahrani, 2009, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Bandung,
Alumni, hlm. 205

2 Ibid.
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maupun dalam sistem hukum yang lainnya. Karena, asas kebebasan

berkontrak merupakan asas yang bersifat universal yang berlaku disemua

negara. Asas kebebasan berkontak juga merupakan suatu perwujudan atas
pengakuan hak asasi manusia.?

Asas kebebasan berkontrak adalah sebuah asas yang dinyatakan bahwa
sctiap orang pada dasarnya bolch membuat kontrak yang berisi apa saja asal
tidak bertentangan dengan undang-undang. kesusilaan dan Kketertiban
umum.*

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata memuat ketentuan-ketentuan normatif
sebagai berikut :

a. Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.

b. Kontrak itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan
untuk cukup itu.

c. Kontrak-kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia
meliputi ruang lingkup sebagai berikut:**

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

2. Kebbasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian.

2 Leli Joko Suryono, ’Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian ", jurnal media
hukum, Desember 2009, him. 1.

23 Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Cetakan IV, Jakarta, Intermasa, Hlm.123

2! Budiono, Herlien, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dalam Suatu
Perjanjian, Jakarta. Media Notariat, hlm.24.
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3. Kebebasan dalam menentukan causa dari perjanjian yang akan
dibuatnya.

4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.

5. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-
undang vang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut
Buku III KUHPerdata ini merupakan sistem terbuka sebagai lawan sistem
tertutup yng dianut Buku I1 KUHPerdata.”

Dalam membuat suatu perjanjian dengan adanya asas kebebasan
berkontrak ini berarti setiap orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan
vang tidak diatur dalam Pasal 1338 Buku III KUHperdata, akan tetapi diatur
sendiri didlam perjanjian karena perjanjian yang di buat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam asas
kebeasan berkontrak bukan berarti para pihak diperbolehkan untuk membuat
perjanjian secara bebas tetapi perjanjian harus tetap dibuat dengan syarat-
syarat sahnya perjanjian secbagaimana disebut dalam Pasal 1320
KUHPerdata.>

Dasar keberadaan asas kebebasan berkontrak juga dalam Pasal 1320
angka 4 KUHPerdata yang dinyatakan bahwa ‘’suatu sebab yang halal.””

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan

% Ibid

20 Chantika dan Nesya, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM
(Studi pada Bank Bukopin Cabang Medan), 24 November 2018,
http://repositori.usu.ac.id/ handle/1234452 4 678(/4600.(11.17)
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mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat
kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja sepanjang
prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang.
Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa *‘suatu sebab adalah
terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan
kesusilaan baik atau ketertiban umum™ memberikan gambaran umum kepada
semua orang bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat oleh semua
orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestassi atau kewajiban pada
salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban
saja yang dilarang.?’ Akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak adalah
bahwa bentuk perjanjian yang berupa kata scpakat saja sudah cukup.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang lain tidak ada
ketentuan secara tegas menentukan tentang berlakunya asas kebebasan
berkontrak bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum
Indonesia. Ada anggapan yang tidak setuju kebebasan berkontrak ini
diletakkan sebagai asas utama hukum perjanjian, asas kebebasan berkontak
tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama dalam hukum perjanjian

nasional.”®

27 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta,
Rajawali Pers, him 46.
2 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, him. 76.
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Dalam KUHPerdata asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari
Pasal 1338 KUHPerdata yang dinyatakan bahwa ‘‘Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya’’.

gengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan begitu saja
kepada para pihak tapi perlu adanya pengawasan dari pemerintah sebagai
pengembang kepentingan umum, menjaga kescimbngan kepentingan
individu dan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh
pemerintah terjadi pergeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua kontrak yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Dalam kata ‘"semua’ yang terdapat dalam pasal tersebut
mengartikan bahwa semua orang dapat membuat perjanjian apapun, tidak
terbatas hanya pada perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata serta
perjanjian itu akan mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1338
KUHPerdata juga terdapat kalimat “"yang dibuat secara sah’™ yang berarti
bahwa apa yang telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-
undang selama apa yang telah disepakati itu adalah sah tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal satu
kontrak ternyata bertentangan dengan undang-undang. kesusilaan dan

ketertiban umum kontrak tersebut batal demi hukum.?

2 Siddig, Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum perjanjian di Indonesia, 30
Desember 2018, hitps://siddig87. wordpress.com/tag/hukum-perjanjian/, (15.31)
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B. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi
1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Latin yakni *‘coopere’” yang dalam bahasa
Inggris disebut dengan “‘cooperation’”. Co artinya bersama sedangkan
operation artinya bekerja. Maka secara terminologi koperasi dapat diartikan
kerja sama*” Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia 1945
menjelaskan bahwa koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi merupakan kegiatan ekonomi
rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Kerja sama
merupakan inti dari koperasi, karena untuk membangun tatanan
perckonomiian nasional dan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan
masyarakat kerja sama sangat dibutuhkan diantara anggota dan pengurus.
Sebagai kegiatan ekonomi rakyat, koperasi tidak hanya milik orang kaya
tetapi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

nurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (1)
tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

“*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas

Koperasi bukan merupakan kumpulan modal tetapi koperasi

asas kekeluargaan™.

merupakan kumpulan orang. Koperasi harus benar-benar mengabdi pada

kepentingan perikemanusiaan. Kerjasama dalam koperasi harus didasarkan

3 Zakky, Pengertian Koperasi menurut Para Ahli dan Undang-undang, 24 November 2018,
http://www.zonareferensi.com/pengertiankoperasi/. (11.28).
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pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran dari para anggotanya. Koperasi

merupakan milik bersama para anggota, pengurus dan pengelola. Koperasi

diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat

anggota.

Sebagai badan usaha koperasi dapat melakukan kegiatan usahanya

sendiri atau dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang lain,

seperti perusahaan negara atau perusahaan swatsta. Perbedaan koperasi

dengan badan usaha lain, dapat dibedakan sebagai berikut:

a.

Dilihat dari segi organisasi

Koperasi merupakan organisasi yang memiliki kepentingan yang
sama bagi para anggotanya. Pada kopcrasi kekuatan tertinggi dalam
melaksanakan usahanya berada tangan anggota, sedangkan dalam
badan usaha bukan koperasii, anggotanya terbatas kepada orang yang
mempunyai modal, dan dalam melakukan kegiatannya kekuasaan
tertinggi berada pada pemilik modal usaha.
Dilihat dari segi tujuan usaha

Tujuan koperasi adalah untuk mencukupi kebutuhan bagi para
anggotanya dengan seadil-adilnya. sedangkan badan usaha bukan
koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapat keuntungan.
Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi biasanya akan mengadakan koordiinasi atau kerja sama

antara koperasi satu dengan yang lainnya. sedangkan badan usaha

bukan koperasi kerap bersaing satu dengan yang lainnya.
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d. Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Dalam koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara terbuka,
sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya

dilakukan secara tertutup.

2. Jenis-jenis Koperasi

Banyaknya berbagai kcbutuhan dan bermacam-macam cara untuk

mendapatkan kebutuhan hidup schingga lahirlah jenis-jenis koperasi. ada
beberapa jenis koperasi, yaitu:*!

a. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Koperasi Kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha
pembentukan modal dengan melalui tabungan-tabngan para anggota
secara terus menerus dan teratur untuk kemudian dipinjamkan kepada
anggotanya dengan cara yang mudah, cepat, murah dan tepat untuk

kesejahteraan dan produktif.

. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi vang bergerak di bidang penyediaan jasa

tertentu bagi para anggotanya.

. Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang beranggotkan orang-orang
yang memepunyai tempat tinggal atau tempat menjalankan usahanya

diwilayah unit desa.

d. Koperasi Produktif

19

3! Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, 2007, Dinamika Koperasi, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Hlm.
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Koperasi produktif adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha
kecil dan menegah dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku
dan penolng anggotanya.
e. Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen
dengan menjalankan kegiatan jual-beli yaitu menjual barang konsumen.
. Mekanisme Pendirian Koperasi
Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. yaitu:
a. Pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan Kkoperasi
membutuhkan minimal 20 anggota.
b. Paraanggota terscbut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan
pemilihan pengurus koperasi seperti ketua, sekretaris dan bendahara.
¢. Kemudian koperasi harus memiliki rencana mengenai anggaran dasar
dan rumah tangga koperasi. lalu meminta perizinan negara. Baru setelah
itu bisa menjalankan koperasi dengan baik.
. Perangkat Organisasi Koperasi
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
menyebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat
anggota, pengurus, dan pengawas.
a. Rapat Anggota
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
koperasi. Melalui rapat anggota, scorang anggota koperasi akan

menggunakan hak suaranya. Keputusan rapat dapat mengatasi masalah
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vang timbul didlam organisasi dan rapat dapat merupakan sarana

koordinasi yang baik.

. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih
dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus yang
akan menentukan apakah program-program kerja yang telah discpakati
oleh rapat anggota benar-benar dijalankan. Menurut Undang-undang
No.12 Tahun 1967, syarat untuk menjadi pengurus koperasi yaitu:

1) Memiliki sifat kejujuran dan keterampilan

2) Syarat-syarat lain yvang ditentukan dalam anggaran dasar

3) Pengawas

. Pengawas

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan
menjadi  suatu lembaga strktural koperasi. Pengawas Kkoperasi
menjalankan amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa romawi yaitu credere yang artinya
kepercayaan. Jadi, dasar dari kredit adalah kepercayaan/keyakinan dari
kreditur bahwa pihak lain pada waktu yang akan datang mampu memenuhi

scgala sesuatu yang telah diperjanjikan,
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Apabila sesecorang mendapat fasilitas kredit dari koperasi maka berarti
dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari koperasi sebagai pemberi
kredit. Sehingga dalam menjaln hubungan perkreditan diantara para pihak
harus dengan adanya rasa saling percaya, pemberi kredit percaya bahwa
penerima kredit akan sanggup memenuhi kewajibannya yang telah
discpakati.*?

Pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan. ‘‘kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya sctelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.””

Unsur-unsur kredit menurut Mohammad Djumhana antara lain:*

a. Prestasi. yaitu berupa uang. barang atau jasa:

b. epercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa
prestasi yang diberikan akan dikembalilkan pada waktu tertentu sesuai
yang telah diperjanjikan;

c. Waktu, vaitu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi
dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang sudah diperjanjikan;

d. Risiko, yaitu kemungkinan kerugian yang akan didapat pemberi kredit

karena prestasi yang telah diberikan kepada orang lain.

¥ 1 Gede Tor Kaesar Nero. Siti Hamidah Amir dan I Gusti Ayu Puspawati. **Wanprestasi dan
Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah KPR) pada Bank BTN Cabang
Singaraja Bali, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, him. 5

¥ Mohammad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Aditya, him.218.
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Sedangkan menurut H. Salim HS, pengertian kredit memiliki 6 (enam)
unsur, yaitu :

1. Penyiapan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu:
2. Didasarkan pada kesepakatan pinjam-meminjam;

3. Para pihak yaitu bank dan nasasbah:

4. Kewajiban peminjaman itu untuk melunasi hutangnya:

5. Jangka waktu; dan

6. Adanya bunga. ™

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
diatas, menjelaskan bahwa kredit rnerupakanrjanjian pinjam meminjam
antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Bank sebagai
pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya bahwa akan mengembalikan
uang dalam jangka waktu yang telah disepakatinya.

Perjanjian kredit menurut KUHPerdata tergolong dalam perjanjian
pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-Pasal 1769
l—IPerdata. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata, menjelaskan tentang
pengertian pinjam-meminjam, yaitu:

“‘Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan

keadaan yang sama pula.””

3 H. Salim HS, 2007, Perkambangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, him. 30.
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Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku disini
maksudnya adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulnya telah
dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain tidak mempunyai peluang
untuk meminta perubahan. Seperti misalnya yang menyangkut dengan
harga, jenis, warna, jumlah, waktu, tempat dan hal yang lain yang spesifik
dari obyck yang diperjanjikan. Kclemahan dari perjanjiian baku adalah
tentang karakter/sifatnya karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya
juga ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari
kewajiban (cksenorasi klausul).*

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank
selaku kreditur ataupun debitur, karena perjanjian kredit merupakan dasar

hubungan kontraktual antara para pihak.

2. Jenis- jenis Kredit

Kredit terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terbagi atas jenis-jenis,
fungsi dan tujuannya. Jenis-jenis kredit dibedakan menjadi beberapa,
antara lain berdasarkan tujuan kegunaasnnya, jangka waktu, macamnya,
scktor perckonomian, golongan ckonomi, agunan, serta penarikan dan
pelunasannya. Berikut inoi penjelasan dari masing-masing jenis kredit
tersebut:

a. Dilihat dari segi kegunaanya:

1) Kredit investasi

3 Munir Fuadi, 1996, Hukum Perkreditan Kontempoler, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 41.
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2)

Kredit yang kebanyakan digunakan untuk keperluan membangun
proyek atau perluasan usaha dimana masa pemakaiannya untuk satu
periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit
tersebut untuk kegiataan utama suatu perusahaan.*

Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam

operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

D

3)

Kredit produktif

Merupakan kredit yang dipakai untuk peningkatan produksi usaha
atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan
jasa. Jadi kredit ini dipergunakan untuk diusahakan, sechingga dapat
menghasilkan sesuatu berupa barang atau jasa.*’

Kredit konsumtif

Kredit ini dipergunaskan untuk dipakai secara pribadi. Sehingga
dalam kredit ini tidak dihasilkan pertambahan barang atau jasa
karena kredit ini dipergunkan hanya eh sescorang atau badan
usaha.

Kredit perdagangan

Digunakan untuk kegiatan perdagangan, biasanya untuk membeli
barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil

penjualan barang dagangan tersebut. Biasanya kredit ini sering

3 Kasmir, 2015, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.86.

37 Ibid. him. 17
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gg)erikan kepada supplier atau agen perdagangan yang akan
membeli barang jumlah tertentu.
c. Dilihat dari segi jangka waktunya
1) Kredit jangka waktu pendek
Kredit ini memiliki jangka waktu yang tidak mencapai tahunan au
paling lama satu tahun dan biasanya dipergunakan untuk keperluan
modal kerja. **
2) Kredit jangka waktu menengah
Jangka waktunya sekitar antara satu sampai dengan tiga tahun, dan
biasanya digunakan untuk investasi.
3) Kredit jangka panjang
Kredit ini jangka waktu pengembliannya di atas lima tahun, kredit
yang masa pengembaliannya paling panjang. edit ini biasanya
digunakan untuk investasi jangka panjang contohnya seperti kelapa
sawit, perkebunan karet.
d. Dilihat dari segi jaminan
1) Kredit dengan jaminan
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminanya dapat

berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2) Kredit tanpa pinjaman

3 Kasmir, 2016, Bank dan Lembaga Keunangan Lainnya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm .92
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Kredit ini diberikan tanpa jaminan barang atau orang. Kredit ini
diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta nama

baik debitur selama ini.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

)]

2)

3)

4)

)

6)

7

Kredit industri kredit yang digunaksan untuk membiayai industri
kecil, menengah atau besar.

Kredit pertambangan, yvang dibiayai dalam jenis usaha tambang
seperti ini biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas,
timah, minyak.

Kredit pendidikan, kredit yang diberikan untuk menciptakan sarana
dan prasarana pendidikan.

Kredit pertanian, untuk membiayai sektor pertanian rakyat.

Kredit peternakan, untuk kredit jangka pendek seperti ayam dan
jangka panjangnya seperti peternakan sapi.

Kredit perumahan, untuk membiyayai pembelian atau
pembangunan rumah.

Kredit profesi, kredit ini diberikan kepada para profesional

contohnya seperti dokter, pengacara, dosen.*

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

a.  Tujuan kredit

Adalah  untuk mengembangkan pembangunan dengan

berdasarkan prinsip ckonomi, yaitu dengan pengeluaran sekecil-

¥ Kasmir, 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 92
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kecilnya dan memperoleh keuntungan yang scbesar-besarnya. jadi
tujuan dari kredit secara ekonomis adalah untuk mendapatkan
keuntungan.“ Oleh sebab itu bank akan memberikan kredit jika bank
sudah yakin bahwa calon debiturnya akan mampu mengembalikan
kredit disertai bunga sebagaimana yang telah disepakati oleh para
pihak. Para penabung berharap mendfapat keuntungan dari bunga,
sedangkan  pihak bank memperoleh  keuntungan  dengan
mengoperasikan dana tersebut dalam bentuk kredit.
Tujuan umum kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Untuk memperoleh keuntungan
Bunga yang diperoleh dari nasabah merupakan keuntungan scbagai
balas jasa yang diterima oleh pihak bank.
2) Membantu debitur
Tujuan diberikannya kredit adalah untuk membantu usaha nasabah
yang memerlukan modal. Dengan modal yang diberikan oleh pihak
bank tersebut dapat mengembangkan usaha nasabahnya.
3) Membantu pemerintah
Kredit bertujuan dalam upaya membantu pemerintah didalam
berbagai bidang. karena semakin banyak penyaluran dana atau
pengkreditan maka dapat meningkatkan pembangunan diberbagai
tempat. Untuk pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan

oleh pihak bank maka semakin adanya peningkatan pembangunan

* Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, Hukum Perjanjian Kredit, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm.
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diberbagai scktor. Dengan adanya pemberian kredit kepada rakyat

keuntungan bagi pemerintah antara lain:*'

a) Membuka kesempatan kerja. dalam pembangunan usaha baru
akan dibutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat mengurangi
pengasngguran.

b) Pencrimaan pajak, dari keuntungan yang didapat dari nasabah dan
bank.

¢) Menghemat devisa negara, kerena tidak perlu lagi mengimpor
barang apabila barangnya dah dapat diproduksi didalam negeri
dengan fasilitas kredit yng ada akan menghemat devisa negara.

d) Meningkatkan devisa negara, apabila produk yang dibiayai dari
kredit untuk keperluan ekspor.

e) eningkatkan jumlah barang dan jasa, bahwa dengan adanya
kredit yang disalurkan dapat meningkatkan jumlah barang dan
jasa yang beredar di masyarakat.

Kesimpulan dari tujuan pemberian kredit adalah bahwa
harus ada kescimbangan antara kepentingan pemerintah dengan
pemilik modal. Kredit hanya diberikan untuk suatu tujuan tertentu
dalam peran masyarakat untuk ikut membangun. Sehingga tidak ada

kredit tanpa tujuan.

b. Fungsi kredit

" Anonim, Twjuan dan fungsi Kredit, hitp://www.ensikloblogia.com/2016/05/tujuan-dan-fungsi-
kredit.html.(diakses pada 28 oktober 2018)
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Fungsi kredit pada awal perkembangannya untuk mendorong

para pihak untuk saling menolong guna untuk memenuhi kebutuhan,

baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk usaha. Pihak yang

diberikan kredit harus dapat membuktilkan prestasi berupa kemajuan

pada usahanya. Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan

kredit mempunyai fungsi:*

D

2)

3)

4

3)

Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang,
maksudnya adalah apabila uang hanya disimpan dirumah saja tidak
akan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna.

Meningkatkan peredaran dan lalu lintas vang

Uang yang diberikan akan beredar dari satu dacrah ke daerah
lainnya. sehingga suatu wilayah yng kekurangan uang dengan
adanya kredit. maka wilayah tersebut akan mendapat tambahan
uang dari wilayah lainnya.

Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Debitur akan mengolah barang yvang tadinya tidak berguna menjadi
barang yang berguna karena kre\dit yang diberikan oleh bank.
Salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah
barang yang dibutuhkan masyarakat.

Meningkatkan gairah berusaha

42 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka
Utama, hlm. 223.
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6)

Dengan memperoleh kredit bagi nasabah yang mempunyai modal
pas-pasan akan meningkatkan semangast untuk berusaha, sehingga
dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

Meningkatkan hubungan international

Dalam peminjaman international dapat meningkatkan hubungan

saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi

kredit.*

3 Ibid hlm. 138.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan
sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu tentang asas, kaidah, norma
dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.*
B. Bahan Penelitian
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif,
yang mempunyai arti otoritas, ialah merupakan hasil dari tindakan atau
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan
hukum primer berupa:
a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
¢) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
¢) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

f) Perjanjian Pinjaman Mikro Nomor: 000478/KSP-SB/PIN/022/01.2019

# Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, hlm. 192.
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2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat
kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses
analisis yaitu;
a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan
perjanjian kredit.
b. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak
dan perjanjian kredit.
c¢. Doktrin, pendapat para ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian
kredit.
d. Media internet dan media massa cetak.

C. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat mengenai objek yang di
teliti. Dalam menunjang penulisan skripsi ini penulis memerlukan narasumber,
yaitu:
a. Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis
vaitu Helma Perdana.S.H.
b. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
sebagai Pakar Hukum Perbankan yaitu Dr. Danang Wahyu Muhammad,

SH..M.Hum.

41




D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan

diambil ditempat:

1. Perpustakaan

Perpustakaan-perpustakaan vang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik

perpustakaan Universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah,

yaitu:

a.

b.

c.

f.

Perpustakaan Pusat Hukum UMY
Perpustakaan Kota Yogyatakarta

Perpustakaan Grahatama Pustaka

. Perpustakaan UGM

Perpustakaan UII

Perpustakaan Daerah Ciamis

2. Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis.

3. Media Internet

E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer dan sekunder akan diperoleh melalui studi

kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-

undangan, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan

permasalahan.
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2. Bahan hukum sckunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang
terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan
metode wawancara secara tertulis.

F. Teknik Analisis
Penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan
metode deduktif yaitu data umum mengenai konsepsi hukum berupa asas-
asas hukum, doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis
sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pelaksanaan asas
kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di koperasi sejahtera bersama

Kabupaten Ciamis. *°

4 Ibid. hlm.184
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis

Koperasi Sejahtera Bersama irikan pada tanggal 05 Januari 2004
dengan nama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) dan
berbadan hukum No. 04/BH/518-DISKOP.UKM/I/2004 yang pada awalnya
merupakan koperasi serba usaha yang bergerak dalam berbagai macam usaha
diantaranya unit usaha simpan pinjam dan unit usaha perdagangan.

Seiring dengan perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia dan
berdasarkan tuntutan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang
berlaku tentang perkoperasian maka KSP-SB yang semula bernama U-SB
bertransformasi dari koperasi serba usaha menjadi koperasi simpan pinjam.

Koperasi  Sejahtera Bersama menggunakan pelayanan secara
konvensional, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal,
kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktek
tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Kopecrasi
Sejahtera Bersama melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu
Koperasi vang kredibel. Koperasi Sejahtera Bersama rupakan salah satu
koperasi besar dan berprestasi di Indonesia dibuktikan dengan mendapatkan
beberapa penghargaan baik dari penggiat koperasi maupun pemerintah.

Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya
berujung pada sasaran terciptanya cita Koperasi Sejahtera Bersama sebagai

lembaga perkoperasian yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh,

schat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu
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membuat Koperasi Sejahtera Bersama tetap tumbuh memberi hasil terbaik
secara berkelanjutan.

Untuk  menciptakan  kondisi-kondisi yang akan menunjang
pengembangan dalam bidang kelembagaan, ketatausahaan dan disiplin kerja
serta pengembangan kegiatan usaha, maka dibentuk kepengurusan koperasi
sebagai berikut:

1. Pengawas
Ketua : Iwan Setiawan
Anggota . Dasep Surahman, Ir.
Dang Zeany Kurdinansyah.
2. Pengurus
Direktur Utama : Vini Noviani, S.H.. S8.S.
Drs. Setiabudi
Nur Hidayah, S.E.. M.M.

Koperasi harus berjalan secara profesional dengan melibatkan unsur-
unsur antara lain antara lain rapat anggota, pengurus, anggota dan badan
pengawas. Ketiga unsur itu bekerjasama untuk mencapai tujuan koperasi.
Pengelolaan Koperasi Sejahtera Bersama berjalan sesuai dengan visi dan
misinya, yaitu:

I. VISI

Berperan aktif menciptakan masyarakat sejahtera.
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I1. MISI

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perckonomian rakyat scbagai dasar kckuatan dan
ketahanan perckonomian nasional dengan koperasi sebagai
sokogurunya.

4. Menjadi salah satu koperasi terbaik dan terbesar di Indonesia.*®

B. Prosedur Pengajuan Kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten

Ciamis

1. Calon anggota/nasabah datang ke Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten
Ciamis dan langsung kebagian pelayanan.

2. Bagian pelayanan langsung menerangkan persyaaratan apa saja yang harus
dipenuhi oleh calon anggota/nasabah dalam hal permintaan kredit.

3. Kemudian analis terjun kelapangan untuk verifikasi masalah data diri,
usaha yang dilakukan oleh calon anggota/nasabah, dan jaminan yang akan
digunakan. Jaminan dapat berupa rumah, apartemen, ruko, tanah kosong
dan kendaraan roda dua atau roda empat dengan bukti kepemilikan berupa
SHM, SHGB, dan BPKB. Jaminan bisa milik sendiri dan milik orangtua

yang masih hidup.

4 Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Ssejahtera Bersama
Kabupaten Ciamis, 13 Desember 2018.
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4. Kemudian apabila hasil analis datanya valid dan usahanya masih lancar
koperasi akan menerima permintaan kredit tersebut. Mengenai pemberian
kredit juga koperasi tidak asal-asalan, koperasi akan melihat dari
penghasilan calon nasabah, kemampuan bayarnya kemudiasn nilai
Jjaminannya masih bisa menutupi atau tidak, misalnya pinjamannya 50 juta
jaminanya minimal harus 100 juta.

5. Manajer memberikan keputusan persetujuan kredit diterima atau tidak,
serta menentukan berapa pinjaman yang akan dicairkan.

6. Setelah mendapat keputusan kredit disetujui, kemudian akan diterangkan
lebih lanjut mengenai proses pencairan uang, dari semua surat atau
dokumen yang harus ditandatangani serta hal-hal lain mengenai pencairan
dana yang disetujui.

7. Dalam waktu sehari setelah semuanya selesai ditandatangani kemudian
uang akan dicairkan berupa cek.!’

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Koperasi sebelum
memberikan dana yang akan dipinjam oleh nasabah yaitu yang biasa dikenal
dengan prinsip 5C. Penjelasan prinsip 5C adalah sebagai berikut;*®
1. Character

Mencari data mengenai karakter,sifat, watak dan kejujuran dari pimpinan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Ada

beberapa cara untuk mengetahui karakter nasabah yaitu:

47 Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera
Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018,
* Munawir S, 2007, Analisis Laporan Keuangan, Yogyakarta, UPP-AMP YKPN, him. 235.

47




a. Mengenal dari dekat:

a. Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas dari calon
nasabah;

b. Mengumpulkan keterangan dan menanyakan pendapat dari teman-
temannya, pegawainya tentang kebiasaan pribadi, reputasi dan pergaulan
sosial dan lain-lain,

2. Capacity
Menerangkan mengenai kinerja dalam manajemen maupun kemampuan
dalam bidang usahanya, dilakukan dengan jalan mengetahui:
a. Angka-angka hasil produksi;
b. Angka-angka pcmbelian dan penjualan;

Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya:

= o K

Data-data finansiil pada waktu yang lalu, yang terdapat didalam

laporan keuangan perusahaan.

3. Capital
Dalam capital ini menunjukan kedudukan finansiil perusahaan secara
menyeluruh yang ditunjukan dengan ratio finansiilnya dan penekanan pada
komposisi Tangible net worth-nya. dapat dilakukan melaluli analisis neraca
selama sekurangnya dua tahun terakhir, dan mengadakan amnalisis ratio
untuk melihat likuiditas, solvatibilitas dan rentabilitas dari perusahaan calon
peminjam kredit.

4. Collateral
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Collateral berarti jaminan, ini menunjukan besarnya aset yang akan
dijadikan sebagai jaminan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara
meneliti mengenai kepemilikan jaminan, menilai stabilitas dariipada
nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan vang dalam waktu
yang relatif sebentar tanpa terlalu menurunkan nilainya, memperhatikan
pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingn koperasi, sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.
. Conditions of Economy
Melihat kondisi perckonomian nasabah secara umum dan kondisi pada
bagian usaha nasabah dengan cara melihat keadaan ekonomi yang akan
mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon
nasabah, perbandingannya dengan usaha yang sama dilingkungannya;
keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, peluang usaha di masa
yvang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit, kebijaksanan
pemerintah yang mempengaruhi terhadap peluang usaha di mana
perusahaan calon nasabah termasuk di dalamnya.

Selain itu untuk mempertimbangkan pemberian kredit ada juga yang
disebut dengan prinsip 7P, 53P. dan 3R. Penjelasan mengenai prinsip 7P
sebagai berikut:*’

1. Personality

* Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, Rajawali
Pers, hlm. 174.
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7.

Yaitu menilai nasabah dari aspek kepribadian sehari-harinya maupun
masa lalunya. Personalify itu mencakup juga tentang sikap, tingkah laku,

dan tindakan nasabah dalam menghadapi sebuah masalah.

. Party

Yaitu mengelompokan nasabah kedalam kelompok tertentu atau
golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya.
Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit,
termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. Tujuan ngambilan
bermacam-macam ada yang bertujuan untuk konsumtif atau bertujuan
untuk produktif atau untuk tujuan perdagangan.

Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang. apakah
akan memiliki peluang yang baik atau tidak baik.

Payment

Yaitu mengukur bagaimana cara nasabah akan mengembalkan kredit
vang telah dipinjamnya atau dari sumber apa saja dana untuk
pengembalian kredit yang diperolehnya.

Profitability

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kinerja nasabah dalam mencari
laba, hal ini diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau
semakin meningkat.

Protection
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Tujuannya yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh
koperasi namn melalui perlindungan. Perlindungannya itu dapat berupa
jaminan barang atau asuransi.
Kemudian ada pula prinsip 3R yang akan dijelaskan sebagai
berikut:*

1. Returns, yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai olch perusahaan
calon nasabah setelah ia memperoleh kredit. Jika hasil yang didapatkan
cukup untuk membayar pinjamnnya dan sekaligus membantu
perkembangn usaha calon nasabah bersangkutan maka kredit akan
diberikan.

2. Repayment, yaitu memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka
waktu pembayaran kredit oleh calon nasabah.

3. Risk Bearing Anality, yaitu memperhitungkan besarnya kemampuan
calon nasabah untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur
resikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko
ditentukn melalui besarnya modal dan strukturnya, jenis usaha dan
manajemen perusahaan. Apabila Risk Bearing Anality perusahaan besar
maka kredit tidak diberikan, tetapi jika Risk Bearing Anality perusahaan
kecil maka kredit akan diberikan.

Dari hasil penelitian penulis tidak semata-mata terbatas pada prinsip

tersebut, tetapi juga meliputi hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian kredit

50 Malayu Hasibuan, 2002, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta, Bumi Perkasa. him. 108
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nantinya seperti cara pengembalian kredit, besarnya meliputi hal-hal yang
akan dituangkan dalam perjanjian kredit.
C. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak di Koperasi Sejahtera Bersama
Kabupaten Ciamis

Pengaturan mengenai kredit di Indonesia mengacu pada ketentuan
hukum perbankan. Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10
tentang Perbankan, kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan vyang
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
KUHPerdata antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.’!

Perjanjian lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dapat
menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian
bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh
undang-undang namun bukan berarti bahwa kebebasan berontrak adalah
mutlak, tetapi terbatas karena undang-undang yang membatasinya. Batasasn
tersebut diatur dalam Pasal 1320 jo 1337 KUHPerdata bahwa perjanjian-
rjanjian vang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.*?

Penggunaan perjanjian baku pada pemberian kredit dalam perbankan di

Indonesia bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk para pihak yang

Sl HR.M Anton Suyatno, 2016, Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet (melahii
eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan, Jakarta, Kencana, hlm.230.

32 Deasy Soeikromo, **Batasan Sahnya Perjanjian Tentang Pembuktian Pada Suatu Kontrak Bisnis™,
Vol.1/ No.5/ Oktober-Desember 2013, hlm.35.
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bertransaksi, karena apabila kreditur melakukan negosiasi mengenai substansi
perjanjian dengan setiap orang vang akan menjadi debitur akan memakan
waktu yang lama, menguras tenaga dan pikiran yang banyak sehingga akan
menimbulkan kesulitan dalm administrasi dan pelaksanaan perjanjiannya.™

Adanya asas kebebasan berkontrak kedudukan susunan pasal-pasal Buku
I1I KUHPerdata khususnya pasal-pasal pada titel V-XVIII banyak yang bersifat
hanya sebagai pelengkap saja. artinya pasal-pasal tersebut bolch
dikesampingkan apabila para pihak menghendakinya dan para pihak yang
membuat perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan sendiri untuk mengatur
kepentingannya sesuai dengan apa yang di kehendaki. Pasal-pasal tersebut baru
mengikat para pihak apabila para pihak tidak mengatur sendiri kepentingannya
atau mengaturnya dalam perjanjian hanya saja tidak lengkap. Maka mengenai
yang tidak diatur itu diberlakukan pasal-pasal hukum perikatan.>*

Posisi para pihak di dalam perjanjian tidak setara yaitu pihak pembuat
perjanjian biasanya memiliki posisi lebih kuat dalam hal ekonomi. Ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian kredit bertujuan untuk melindungi Koperasi
Sejahtera Bersama dari kemngkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari
pemberian pinjaman.

Perjanjian yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak secharusnya

para pihak harus secara bersma-sama dalam membuat perjanjian agar

% Chantika Nesya, ** Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjia Kredit UKM (studi

bank Bukopin Cabang Medan), 21 Desember 2018,

http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678(/4600.
3 Ibid
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mencapai kesepakatan,”® dengan begitu kedua belah pihak memiliiki

kedudukan vang setara/seimbang.”® Dalam perkembangannya makin

memperlihatkan bahwa banyak perjanjian yang terjadi tidak menggunakan
f)?oses negosiasi yang seimbang di antara kedua belah pihak, tetapi kontrak
tersebut terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat
pada formulir yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan kemudian diberikan
kepada pihak lainnya untuk mengadakan negosiasi tentang syarat-syarat yang
telah dibakukan itu.’’

Kedudukan para pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:>*

1. Pihak debitur yaitu biasa disebut dengan peminjam uang. Pihak yang
melakukan pinjaman sejumlah uvang dengan bentuk kredit yang
diperjanjikan berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian kredit yang dibuat
oleh pihak kreditur;

2. Pihak kreditur yaitu yang biasa disebut dengan pemberi pinjaman. Pihak
vang memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak debitur dengan
bentuk kredit berdasrkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang dibuat

oleh pihak kreditur;

% Sri Gambir Melati Hatta, 2000, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan

Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Bandung, AfBhni, him. 144,

56 Daniel D. Bambizer, ‘'Bargaining Power in Contract Theory, Legal Studies Research Paper No

023- 04 Mlchlgan State  University  College of Law 2005, available at
/ / ct=578578 diakses pada tanggal 21 Desember 2018, hlm.16.

37 Su]tan Rem} S, 2009, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak

Dalam Perjanjian Krelll di Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, him. 65-66,

% Chantika Nesya, ** Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjia Kredit UKM (studi

pada bank Bukopin Cabang Medan), 21 Desember 2018,

http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678(/4600.
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3. Pihak penjamin yaitu pihak yang memberikan jaminan (agunan) yang
tertulis atas miliknya untuk dijadikan agunan dalam pemberian kredit.
Dalam sebuah pemberian kredit dalam bentuk pinjaman biasanya jaminan
itu merupakan syarat yang wajib. Umumnya pihak penjamin harus
mempunyai hubungn hukum dengan pihak debitur seperti hubungan
keluarga atau keuangan.

Kebebasan berkontrak harus dibatasi bekerjanya supaya perjanjian yang
dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat
sebelah. Pasal-pasal KUHPerdata membrikan beberapa pembatasan terhadap
asas kebebasan berkontrak, yang mbuat asas ini merupakan asas yang tidak
terbatas, vaitu Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal
1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata memberikan
petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasaio oleh asas konsensualisme dan
dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung arti bahwa kebebasan pihak
guna menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Pada sal
1320 ayat (2) KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa kebebasan pihak untuk
membuat perjanjian dibatasi dengan kecakapannya untuk membuat kontrak.
Untuk seseorang yang menurut ketentuan tidak cakap untuk membuat
perjanjian maka tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal

1320 ayat (4) jo 1337 KUHPerdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas

untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang atau
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bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah
tidak sah.”

Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan bahwa hanya barang yang dapat
diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan, dengan demikian
artinya ya barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan
scbagai objek perjanjian. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menntukan
mengenai berlakunya asas itikad baik dalam melakukan perjanjian. Jadi apabila
kontrak yang dibuat dengn berlandaskan itikad tidak baik maka perjanjian
tersebut tidak sah. Dengan begitu asas itikad baik memiliki arti bahwa
kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian dapat diwujudkan sesuai
kehendaknya tetapi dibatasi olch itikad baiknya.®

Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila perjanjian tersebut
memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata. ada empat
svarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif karena
mengenai subjek dari suatu perjanjian apabilas syarat subyektif tidak terpenuhi

maka perjanjian dapat dibatalkan. Maksud dari kata dapat dibatalkan adalah

¥ Yanti Malohing, ’Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak,
Lex Privatum, Vol.V/No.4/ Juni 2017, hlm.7.
0 Ibid
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salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan

perjanjian yang telah disepakatinya tetapi apabila para pihak tidak ada yang

keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan
kempat disebut sebagai syarat objektif, jika di dalam suatu perjanjian syarat
objekif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.

Maksud dari kata batal demi hukum adalah suatu perjanjiian dianggap tidak

pernah terjadi sehingga perjanjian tersebut sejak awal tidak pernah dianggap

ada.®!

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata
maka perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama agar dapat dikatakan
sah maka harus memenuhi empat syarat tersebut di atas, yaitu:

1. Sepakat mereka mengikat dirinya, kesepakatan disini dimaksudkan sebagai
adanya kesamaan kehendak diantara para pihak, di dalam ketentuan Pasal
1321 KUHPerdata dinyatakan bahwa ‘‘tiada persetujuan pun mempunyai
kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan
atau penipuan’’, jadi kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang
berdasarkan kepada bertemunya keinginan para pihak:

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kecakapan di dalam ketentuan
adalah merupakan syarat tentang dewasanya seseorang untuk membuat
perjanjian. Di dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata ada 2 (dua) orang
vang dianggap tidak cakap yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang

ditempatkan dibawah pengampuasn (kuratele). Didalam peraturan

1 Salim HS, 2010, Perkembangan Hukwm Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,
hlm.25.
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perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ada beberapa perbedaan
mengenai syarat dewasa. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan usia dewasa disebutkan 18 (delapan belas) tahn. di
dalam KUHPerdata usia dewasa disebutkan 21 (dua puluh satu) tahun,

3. Mengenai suatu hal tertentu, maksud dari suatu hal tertentu disini adalah
objek, jadi dalam suatu perjanjian harus ada objek yang akan diperjanjikan,

suatu objek yang jelas dan menjadi pokok dibuatnya perjanjian.

8

Suatu sebab yang halal, maksudnya adalah suatu perjanjian dinggap sah jika
tidak bertentangan dengn peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan
ketertiban umum.

Scbagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata suatu hal tertentu
merupakan pokok perjanjian, karena merupakan prestasi yang harus dipenuhi
dalam suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa
suatu perjanjian harus mempunyai barang yang paling sedikit ditentukan
jenisnya. Syarat bahwa prestasi harus dapat ditentukan untuk menetapkan hak
dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan prestasi dapat
berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Adanya tandatangan merupakan suatu bentuk kesepakatan antara para
pihak dalam sebuah perjanjian. Bahwa untuk menghadapi kemungkinan
adanya masalah °’tidak mengetahuinya’" apa yang telah disepakati. maka atas

dasar kepastian hukum dan demi kepntingan orang banyak maka harus dipakai
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suatu anggapan bahwa dengan adanya para pihak yang menandatangani sebuah
perjanjian maka mereka dianggap menghendaki isi perjanjian itu.*

ebagai status wujud dari bentuk perjanjian baku itu, biasanya pihak
koperasi menyiapkan formulir yang digunakan sebagai blanko permohonan
kredit. Di dalam blanko itu sudah disiapkan isi permohonan, bentuk dan syarat-
syaratnya, schingga secara praktis debitur tidak mempunyai alternatif terhadap
bentuk, isi dan syarat-syarat permohonan. Artinya dalam hubungan ini tidak
terjadi tawar enawar sehingga tidak tercipta kekuatan yang seimbang antara
nasabah dan koperasi.

Keadaan tersebut juga berlaku pada Koperasi Sejahtera Bersama, dimana
format permohonan kredit tclah disiapkan blanko. etelah permohonan kredit
diajukan kemudian pihak koperasi melakkan penelitian lebih jauh terhadap diri
pemohon dan usaha yang dilakukannya sesuai dengan alasan permohonan

kredit tersebut.®?

alam akta perjanjian kredit meliputi dengan besarnya bunga,
pembebanan resiko yang menyangkut barang jaminan serta pengembalian
angsuran kredit dan akibat-akibat jika terjadi kredit macet. Apabila ternyata
calon nasabah nilai layak diberikan kredit dan calon nasabah setuju dengan

ketentuan dan syarat-syart yang akan dituangkan dalam perjanjian, maka

terjadinya persetujuan sebagai dasar dibuatnya akta perjanjian kredit.*

2 . Satrio, 1995, Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti,
hlm. 170,

% Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Kepala Bagian Risk di Koperasi Sejahtera
Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

* Hasil wawancara dengan Helma Perdana, selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama
Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018
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Pemberian kredit sebagai suatu jasa lembaga pembiayaan dengan
pelayanan yang baik dari pihak penjual jasa (lembaga pembiayaan). Bahkan
pelayanan itulah yang menjadi faktor kunci berhasil tidaknya suatu lembaga
pembiayaan mengembangkan usahanya. Karena bentuk pelayanan yang baik
akan menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada nasabah yang pada
akhimya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam meclakukan
kerjasama dengan pihak lembaga pembiayaan.

Dalam sebuah perjanjian terdapat klausul eksonerasi/eksemsi, dalam hal
ini merupakan perjanjian pemberian kredit. Bertujuan untuk membatasi atau
membebaskan tanggungjawab salah satu pihak (in casu) pihak koperasi
terhadap gugatan pihak lainnya, padahal seharusya dilakukan dan tidak dalam
keadaan force majeur. Syarat mengenai eksonerasi terdapat dalam Pasal 6
butir XIII Akta Perjanjian Kredit tentang Klausul Publikasi. Dalam
KUHPerdata tidak ada ketetuan yang tegas mengenai larangan klausul
cksemsi asal dalam pemberian perjanjian kredit itu sudah memenuhi syarat
sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian di dalam
perjanjian tersebut tidak ada unsur memaksa atau menipu dan tidak
melanggar itikad baik.®

Ada 12 klausula dalam perjanjian kredit sebagai berikut:

1. Klausula mengenai maksimum kredit, jangka waktu kredit, bentuk

kredit, tujuan kredit dan batas waktu tarik:

% Maria Anggita Dian Pramestie, *‘Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian
Pemberian Kredit (StudiKasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Di Surakarta)™”, Jurnal
Repositorium, Vol.IV No. 2, Juli-Desember 207, Him. 123.
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10.

Klausula mengenai bunga. kesepakatan biaya, denda kelebihan tarik:
Klausula mengenai kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas
rekening pinjaman nasabah debitur;

Klausula mengenai representations and warranties yaitu klausula yang
berisi pernyataan-pernyataan debitur mengenai fakta-fakta yang
menyangkut keadaan keuangan, status hukum, dan asct dari nasabah
pada saat kredit direalisasikan:

Klausula mengenai condifons precedent yaitu merupakan klausul
mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu oleh
nasabah sebelum koperasi menyediakan kredit untuk digunakannya;
Klausula mengenai agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
Klausula mengenaii berlakunya syarat dan ketentuan hubungan rekening
koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan:

Klausula mengenai affirmative covemant, vyaitu klausula yang berisi

Jjanji-janji nasabah untuk melakukan hal-hal tertentu sepanjang perjanjian

kredit berlaku;

Klausula mengenai negative covemant yaitu klausula yang berisi janji-
janji nasabah untuk tidak melakukan hal-hal tertentu sepanjang
perjanjian kredit berlaku:

Klausula mengenai financial covemant yaitu klausula yang berisi janji
nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai yang diminta

oleh koperasi;
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11. Klausula tentang arbitrase yaitu klausula yang berisi tentang
penyelesaian perselisihan diantara para pihak;

12. Klausula bunga rampai atau miscellaneous provisions yaitu klausula
yang berisi syarat dan ketentuan yang belum tertampung secara khusus

di dalam klausul yang ada.®

Asas kebebasan berkontrak adalah sebuah asas yang memberikan sebuah
pemahaman bahwa semua orang dapat membuat suatu kontrak dengan
siapasaja dan untuk hal apasaja. Namun dalam prakteknya dalam pembuatan
perjanjian terlebih dahulu sudah disediakan dalam bentuk akta oleh pihak
bank atau lembaga keuangan lainnya. Penerapan perjanjian baku biasanya
banyak ditcrapkan dalam dunia perdagangan atau bisnis yang maksudnya
tuk mempermudah operasi bisnis dan untuk mengurangi ongkos-ongkos
bisnis.?’

Tidak ada aturan atau pedoman khusus di Koperasi Sejahtera Bersama
Kabupaten Ciamis dalam pembuatan perjanjian kredit, aturan dan
pedomannya anya dibuat berdasarkan ketentuan prinsip-prinsip umum
perjanjian sebagaimna diatur dalam KUHPerdata. Isi dan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam perjanjian disesuaikan berdasarkan

kepentingan para pihak asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan

% Johannes Ibrahim, ‘‘Default dan Cross Default dalam perjanjian kredit bank™", Jurnal Manajemen
Maranatha, Vol. 2, November 2002, hlm.157-158.
57 Ihid hlm. 74
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yvang ada, hal tersebut dilakukan agar mempermudah calon nasabah yang
tidak paham mengenai perjanjian.®®

Dalam pembuatan perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama
Kabupaten Ciamis hanya melaksanakan dan menerapkan sebagian dari asas
kebebasan berkontrak, penyebabnya karena isi dari perjanjian kredit tersebut
sudah dibuat secara sepihak oleh pihak koperasi yang membuat hilangnya
secbagian asas kebebasan berkontrak. Tidak ada larangan untuk membuat
pencantuman perjanjian baku dan klausul baku sepanjang tidak bertentangan
dengan Pasal 18 UUPK, akan tctapi apabila ada klausul-klausul yang
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK maka hanya klausul
terscbut saja yang dinyatakan batal atau tidak berlaku. Pencantuman klausul
cksonerasi oleh pelaku usaha Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf
h vang merugikan konsumen menurut Pasal 18 ayat (2) UUPK dinyatakan
batal demi hukum yang artinya syarat-syarat tersebut dari awal dianggap tidak
pernah ada.®’

Dalam perjanjian baku tidak menyalahi asas kebebasan berkontrak
karena nasabah memiliki hak untuk menolak, hanya saja isinya perlu di uji
apakah adil atau tidak. Apabila isi perjanjian sudah memenuhi keadilan tidak
apa-apa meskipun perjanjiannnya tersebut dibuat oleh satu pihak harus tetap

mencerminkan keadilan. Karena adil itu adalah asas yang harus dipenuhi.”

% Hasil wawancara dengan Helma Perdana, selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama
Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

% Ibid, hlm. 75.

" Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal
9 Januari 2019.
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Dalam prinsipnya para pihak dalam membuat sebuah kontrak bebas
menyusun sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak
sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
Dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) tersebut telah menentukan bahwa
semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mercka yang membuatnya. Terdapat banyak jenis kontrak yang masing-
masing bagianya mengandung unsur kontrak bernama yang berbeda-beda
sedangkan tentang bagian-bagian dari kontrak tersebut dapat diklasifikasikan
sebagai berikut, yaitu:

a. Bagian dari kontrak yang esensial, bagian dari kontrak yang esensial ini
merupakan bagian utama dari kontrak tersebut, dimana bagian itu scbuah
kontrak dianggap tidak pernah ada. Contohnya bagian ““harga™ dalam
sebuah kontak jual beli.

b. Bagian dari kontrak yang natural, yang disebut bagian dari kontrak natural
vaitu bagian dari kontrak yang sudah diatur oleh aturan hukum tapi aturan
hukum tersebut hanya aturan yang bersifat mengatur saja.

c. Bagian dari kontrak yang aksidental yaitu merupakan bagian kontrak yang
ma sekali tidak diatur oleh aturan hukum, tetapi tergantung dari para
pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.”!

Prakteknya perjanjian kredit dak terikat pada suatu bentuk tertentu

dapat dibuat secara tertulis atau dibuat secara lisan maka ini bersifat sebagai

alat bukti jika terjadi sengketa. Undang-undang menentukan beberapa bentuk

! Fuady, Munir, 1996, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketia, Cet. 1, Bandung, Citra
Aditya Bakti, him. 28.
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tertentu sehingga jika bentuk tersebut tidak diikuti maka perjanjian tidak sah.
Dengan begitu bentuk tertulis bukan hanya semata-mata sebagai alat
pembuktian saja tapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian.

Alasan para pihak sepakat membuat perjanjian secara lertulis dalam
perjanjian kredit karena semua lembaga keuangan itu harus berpegang kepada
prinsip kehati-hatian karena yang dikelola itu vang dan biasanya vang yang
dikelola itu bukan uang koperasi tetapi uang anggota sehingga uang yang
dikeluarkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. harus dipastikan
uangnya kembali dan harus bisa dibuktikan. Sehingga paling tidak perjanjian
dibuat tertulis itu bisa menjadi alat monitoring dan menjadi alat bukti apabila
terjadi sengketa.™

Mengamati dari beberapa informasi di atas bahwa pembuatan perjanjian
kredit dilakukan dengan cara yang sederhana hal itu dilakukan karena tidak
ada panduan secara khusus dalam pembuatan kontrak tidak bertentangan
dengan undang-undang. Selain itu juga dalam pembuatan perjanjian lebih
efektif dan efisien.

Eksistensi kontrak dalam kehidupan manusia sangatlah penting, karena
dapat memfasilitasi pemenuhan kepentingan dan kebutuhan manusia yang
tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam pemenuhan
kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial yng membutuhkan orang lain

untuk memenuhi kebutuhannya khususnya dalam urusan bisnis diperlukan

sebuah aturan hukum yang jelas yaitu kontrak. Kontrak memiliki peran

72 Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal 9
Januari 2019
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penting untuk mengawal sctiap kegiatan manusia. Dengan adanya kontrak
akan memberikan jaminan kepada semua pihak karena setiap kontrak
diliindungi oleh hukum.

Bersamaan dengan perkembangan dunia bisnis yang makin pesat
ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunan model kontrak yang efisien,
sederhana dan dapat menampung kepetingan para pelaku bisnis melalui
kontrak baku. Dengan kontrak baku ini kreditur sudah menyiapkan klausul-
klausul aku vang telah dituangkan dalam sebuah kontrak tertentu. Pihak
debitur tinggal membaca isi kontrak baku itu dengan pilihan take or i,
sehingga kesempatan untuk melakikan negosiasi sebagai proses awal untuk
mendapatkan kata sepakat sangat scdikit bahkan terabaikan. Penggunaan
perjanjian baku tersebut sedikit banyak sudah menunjukan perkembangan
yang sangat membahayakan kepentingan calon nasabah. apalagi mengingat
apabila ada calon nasabah yang tidak mengerti rhadap aspek hukum secara
umum, khususnya pada bagian hukum perjanjian.

Istilah standard contrac sama halnya perjanjian baku yang berarti
sebagai patokan, acuan dan ukuran. Oleh karenanya apabila bahasa hukum
dibakukan berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya. standarnya.
patokannya sehingga mempunyai arti tetap yang dapat menjadi pegangan
umum.”

Kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit diberikan oleh Koperasi

Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis yang dimuat dalam surat perjanjian

—a

" Mariam Darus Badrulzaman. 2005, Aneka Hukum Bisnis, Cet I1, Bandung, Alumni, hlm. 46.
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kredit yaitu jumlah dana yang diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu

pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka
waktu yang diinginkan untuk usahanya. Pihak koperasi akan melihat dan
mempertimbangkan antara kesesuaian besaran dana yang diberikan dengan
jenis usaha yang akan dijalankan oleh koperasi. dan dilihat juga jaminannya
bisa memenuhi standar atau tidak.™

Agar menciptakan keseimbangan dan untuk memelihara hak-hak yang
dimiliki oleh para pihak maka sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan
yvang mengikat bagi para pihak. Dalam ketentuan KUHPerdata ditentukan
asas um yang merupakan pedoman dan batas dalam mengatur dan
membuat perjanjian yang akan dibuat dan pada akhimya menjadi mengikat
dan berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan dan
pemenuhannya. Dalam melihat relevansi antara kontrak baku dengan asas
kebebasan berkontrak maka terdapat 2 (dua) paham apakah perjanjian baku
tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak. Stein
engemukakan pendapat bahwa klasula baku dapat diterima sebagai
perjanjian berdasarkan fiksi adanya kepercayaan dan kemauan (fictie van wil
en verfouwen) yang membangun kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan
diri pada perjanjian tersebut. Apabila nasabah menerima dokumen klausula
baku tersebut itu artinya ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Sedangkan Asser Rutten berpendapat bahwa setiap orang yang

menandatangani perjanjian bertangungjawab pada isi dan apa yang

" Hasil wawancara dengan Helma Perdana, selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama
Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018.
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ditandatanganinya. Apabila ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada
formulir perjanjian baku maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan
bahwa yang bertandatangan memahami dan menghendaki isi formulir yang
ditandatanganinya. Tidak mungkin sescorang menandatangani apa yang tidak
diketahui isinya.™

Maksud dari pernyataan di atas bahwa dimana seseorang sudah
menandatanngani perjanjian maka pengadilan wajib untuk melaksanakan
ketentuan yang disepakati para pihak dan bersifat mengikat secara mutlak,
apapun bagai alasan untuk menerima perjanjian baku motivasinya tidak lain
dari menunjukan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan
masyarakat dan bukan scbaliknya.”®

Berkaitan dengan hal ini dimana dalam proses pembuatan perjanjian
kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis terlebih dulu
tetapkan oleh pihak koperasi dengan alasan efisiensi dan efektifitas waktu
pelayanan terhadap nasabah, tetapi apabila ducermati lebih dalam atas proses
yang terjadi sebelum penandatanganan perjanjian antara pihak koperasi dan
nasabah, pihak koperasi masih memberikan kebebasan kepada nasabahnya
untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar mengenai pilihan yang
ditawarkan dalam kontrak. Perjanjian pinjam meminjam pada koperasi lahir

pada saat ada kesepakatan. Kesepatakan lahir pada saat bertemunya

persamaan kehendak dan pernyataan kehendak. Artinya apabila pihak

> M. Roji Iskandar. *"Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen
dffHukum Perjanjian Syariah®, Amwaluna, Vol.1 No. 2, Juli 2017, hlm.209.

* Made Suryana dan Rina Suwasti, “"Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Perjanjian Baku*, Vol
23 No.2. September 2009, him.23.
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koperasi dan pihak nasabah tidak setuju terhadap pilihan tersebut maka tidak

akan terjadi penandatanganan perjanjian.”’

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak mensyaratkan adanya
keseimbangan kedudukan para pihak dalam membuat kesepakatan guna
mengatur hubungan hukum antara koperasi dan nasabah. Apabila
keseimbangan tersebut tidak terwujud maka hal tersebut dipergunakan oleh
pelaku usaha untuk menghindarkan dan membatasi diri dari tanggungjawab
dengan mencantumkan klausul eksonerasi. oleh karena itu diperlukan adanya
campur tangan pemerintah untuk membatasi penerapan asas kebebasan
berkontrak melalui kontrak baku dengan cara menerbitkan aturan-aturan yang
melarang pencantuman klausul cksonerasi, mengawasi pemanfaatan klausul
baku oleh pelaku usaha serta memberikan kesempatan kepada konsumen
untuk mengadukan klausul baku yang merugikan ke Pengadilan.”

Asas kebebaan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan
kepada para pihak untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

b. Memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian;
¢. Menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian;
d. Menentukan bentuk perjanjian;

e. Menentukan pilihan hukum.

7 Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal

9 Januari 2019. (@

7 Dedi Harianto, <’ Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam KontralfBaku
antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jurnal
Hukum Keadilan, Vol.11 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 155.
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Dari kelima kebebasan tersebut di atas. didalam perjanjian kredit yang
dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak koperasi adalah hanya ada tiga
kebebasan yang terpenuhi yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak
membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian dan
menentukan pilihan hukum. Sedangkan untuk dua kebebasan yaitu
menentukan isi, syarat serta pelaksanaan perjanjian dan menentukan pilihan
hukum nasabah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan. Perjanjian
kredit dibuat dalam bentuk baku yang isinya sudah dibuat untuk
mengamankan dan/atau menguntungkan pihak koperasi sedangkan pihak

nasabah hanya tinggal menerima dan menyetujuinya.”

" Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Ketua Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama
Kabupaten Ciamis, 13 Desember 2018.
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BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa
kedudukan Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis lebih kuat daripada
calon nasabah sedangkan bebasan berkontrak hanya dapat mencapai
keadilan apabila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang.
Bargaining power yang tidak seimbang terjadi jika pihak yang kuat dapat
memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah, hingga pihak yang
lemah hanya mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya.

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak di Koperasi Sejahtera Bersama
Kabupaten Ciamis, kebebasan vyang diberikan oleh Koperasi Sejahtera
Bersama Kabupaten Ciamis kepada nasabah terdapat didalam Pasal 1
Dokumen Kontrak Perjanjian Pinjaman Mikro yaitu hanyamlah biaya yang
diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu pengembaliannya. Nasabah boleh

mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk

usahannya. Pihak koperasi akan melihat dan mempertimbangkan antara
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kesamaan besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha vang akan
dijalankan oleh nasabah.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan
kepada para pihak untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

b. Memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian;
¢. Menentukan isi,syarat dan pelaksanaan perjanjian:
d. Menentukan bentuk perjanjian;

e. Menentukan pilihan hukum.

Dari kelima kebebasan tersebut di atas, didalam perjanjian kredit yang
dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak koperasi adalah hanya ada tiga
kebebasan yang terpenuhi yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat
perjanjian, memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian dan menentukan
pilihan hukum. Sedangkan untuk dua kebebasan yaitu menentukan isi. syarat
.pelaksanaan perjanjian dan menentukan pilihan hukum nasabah tidak
memiliki kebebasan untuk menentukan. Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk
baku yang isinya sudah dibuat untuk mengamankan dan/atau menguntungkan
pihak koperasi sedangkan pihak nasabah hanya tinggal menerima dan
menyetujuinya
. Saran

Sebelum menandatangani perjanjian kredit debitur harusnya terlebih
dahulu memperhatikan draft perjanjian kredit sebab banyak klausul-klausul

dalam pelaksanaan perjanjian isinya merugikan debitur. Kemudian peran
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pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan
konsumen sebagai bentuk kontrol pemerintah sangat diperlukan untuk

melindungi masyarakat.
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